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RINGKASAN 

 

 

 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi dasar kebijakan pemekaran 

wilayah. Pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan 10 

Daerah Otonomi Baru (DOB) antara tahun 2001 hingga 2013, dengan pemekaran 

terakhir adalah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 berdasarkan UU 

Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013. Salah satu tujuan pemekaran wilayah 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dua tahun sejak 

pemekaran, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara justru 

ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa 

tujuan pemekaran belum tercapai. 

 Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak atas pemekaran wilayah yang 

telah berlalu lebih dari 10 tahun pada Kabupaten Musi Rawas (daerah induk) dan 

Kabupaten Musi Rawas Utara (Daerah Otonomi Baru/DOB) dengan dimensi 

evaluasi dampak fokus pada selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan 

(Langbein, 1980), melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan 

daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Metode evaluasi kebijakan yang digunakan 

yaitu comparative before – after menurut Finsterbusch dan Motz (1980). 

Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara kualitatif, observasi pengamat penuh, dan 

pengumpulan dokumen serta catatan arsip. Penelitian dianalisis dengan lima tahap 

analisis yang disampaikan Robert K. Yin, yaitu Compile Database, Disassemble 

Data, Reassemble Data, Interpret Data, & Conclude. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah pada daerah induk 

dan DOB tersebut memiliki dampak aktual sesuai dengan yang diharapkan dan 

bersifat positif namun terdapat pula dampak yang tidak diharapkan dan bersifat 

negatif. Dampak positif dan negatif tersebut dianalisis melalui parameter 

pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. 

Temuan selain dari tiga parameter tersebut yaitu parameter pelayanan publik, 

pemerintah daerah menjadi lebih dekat dan lebih fokus dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Jarak yang lebih terjangkau dan jumlah 
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kecamatan/desa dan penduduk untuk dilayani berkurang sehingga antrian untuk 

beberapa prioritas layanan menjadi lebih singkat. Namun, dampak positif yang 

diterima masyarakat dan pemerintah daerah belum sebanding dengan beban pada 

APBN untuk proses pemekaran dan dana transfer tiap tahun kepada pemerintah 

daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi dari pemerintah Mura 

dan Muratara untuk meningkatkan dan mengawasi pemberdayaan masyarakat dan 

komoditas unggulan daerah, infrastruktur dan sarana prasarana penunjang, PAD, 

dan pemerataan guru serta nakes. Pemerintah Pusat juga perlu melakukan evaluasi 

keberlanjutan moratorium dan Pemda yang mengusulkan untuk pemekaran agar 

memberikan informasi yang komprehensif berupa dampak positif dan negatif serta 

bertujuan untuk mandiri dalam keuangan daerah. 

 

Kata Kunci: Dampak, Pemekaran Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja 

Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat 

Kepustakaan:  
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SUMMARY 
 

 

Law No. 23 of 2014 on Regional Government, replacing Law No. 32 of 

2004, is the basis for regional expansion policy. Regional expansion in South 

Sumatra Province has resulted in 10 New Autonomous Regions (DOB) between 

2001 and 2013, with the last expansion being North Musi Rawas Regency in 2013 

based on Law Number 16 of 2013 dated 10 July 2013. One of the objectives of 

regional expansion is to improve the welfare of the community, but two years after 

the expansion, Musi Rawas Regency and North Musi Rawas Regency were actually 

designated as underdeveloped regions in South Sumatra, which shows that the 

purpose of expansion has not been achieved.  

This study aims to analyse the impact of regional expansion that has passed 

more than 10 years in Musi Rawas Regency (parent region) and North Musi Rawas 

Regency (New Autonomous Region/DOB) with the impact evaluation dimension 

focusing on the difference between actual and expected impacts (Langbein, 1980), 

through the parameters of economic growth, regional financial performance, and 

community welfare. The policy evaluation method used is comparative before - 

after according to Finsterbusch and Motz (1980). Then, the research approach used 

was qualitative with data collection techniques through qualitative interviews, full 

observer observation, and document collection and archival records. The research 

was analysed using Robert K. Yin's five stages of analysis, namely Compile 

Database, Disassemble Data, Reassemble Data, Interpret Data, & Conclude.  

The results showed that regional expansion in the parent region and DOB 

had actual impacts as expected and were positive but there were also impacts that 

were not expected and were negative. The positive and negative impacts were 

analysed through the parameters of economic growth, regional financial 

performance, and community welfare. The findings apart from these three 

parameters, namely the public service parameter, local governments are closer and 

more focused in providing services to the community. The distance is more 

affordable and the number of sub-districts/villages and residents to be served is 

reduced so that queues for some service priorities are shorter. However, the 

positive impacts received by the community and local governments have not been 
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proportional to the burden on the state budget for the expansion process and the 

annual transfer of funds to local governments. The results of this study indicate the 

need for strategies from the Mura and Muratara governments to improve and 

oversee community empowerment and regional superior commodities, supporting 

infrastructure and facilities, PAD, and equitable distribution of teachers and health 

workers. The central government also needs to evaluate the sustainability of the 

moratorium and local governments that propose for expansion to provide 

comprehensive information in the form of positive and negative impacts and aim to 

be independent in regional finances.  

 

Keywords: Impact, Regional Expansion, Economic Growth, Financial 

Performance, Community Welfare  
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Universitas Sriwijaya 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemekaran daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan 

sebanyak 10 Daerah Otonomi Baru (DOB) berupa tujuh kabupaten dan tiga kota 

sejak tahun 2001 hingga tahun 2013. Pemekaran daerah yang terakhir dilakukan 

yaitu pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kabupaten Musi Rawas 

melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013. Pemekaran 

daerah tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana 

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dasar teknis pemekaran dua 

kabupaten tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sedangkan 

aturan pelaksanaan pemekaran daerah atas UU Nomor 23 Tahun 2014 belum 

ditetapkan hingga saat ini. 

Pemekaran daerah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui (i) 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan 

demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) 

percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; 

dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Peraturan 

Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria 

Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah). Tujuan dari pemekaran 

daerah adalah untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah dalam pelayanan 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Hal tersebutlah yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas 

Utara untuk dapat “berpisah” dari kabupaten induk. Masyarakat Kabupaten Musi 

Rawas Utara merasa terpinggirkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, 

dengan kurangnya fasilitas dasar seperti listrik dan rumah sakit. Tahapan yang 

harus dilalui untuk pemekaran juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dimuai 
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pada tahun 2004 yang menjadi langkah awal masyarakat untuk mewujudkan tekad 

mereka melalui pembentukan Presidium Persiapan Kabupaten (PPK) Musi Rawas 

Utara hingga tahun 2013 terjadi penutupan jalan lintas sumatera yang berujung 

bentrok dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan belasan luka-luka.  

Namun, alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada DOB 

maupun daerah induk yang baru pemekaran selama dua tahun, Kabupaten Musi 

Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan oleh pemerintah melalui 

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 sebagai dua 

daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019. Adanya penetapan 

tersebut, mengisyarakatkan bahwa tujuan dari pemekaran daerah untuk dua 

kabupaten tersebut belum tercapai. 

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 kecamatan dan 186 desa, sebanyak 

enam desa tahun 2020 dan satu desa tahun 2021 ditetapkan sebagai desa tertinggal 

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa tertinggal tersebut terletak pada 

Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Muara Kelingi, dan Kecamatan 

Muara Lakitan. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 7 kecamatan 

dan 82 desa dengan sembilan desa ditetapkan sebagai desa tertinggal pada tahun 

2020 dan enam desa pada tahun 2021. Desa tertinggal menyebar pada Kecamatan 

Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rupit. 

Dalam penelitiannya, Canaldhy et al. (2019) mengemukakan permasalahan 

pada Kabupaten Musi Rawas Utara pasca pemekaran daerah, yaitu ketergantungan 

pada pertanian sehingga keterbatasan pada diversifikasi ekonomi, kualitas 

pendidikan SDM rendah, infrastruktur yang kurang memadai, pengembangan 

pariwisata yang terabaikan, dan keterbatasan keuangan daerah serta masalah 

keamanan dan sosial seperti pencurian, bentrok antar warga dan penyalahgunaan 

narkoba. Sementara itu pada Kabupaten Musi Rawas pada awal-awal pemekaran 

mengalami gangguan dari pergeseran kegiatan ekonomi dan nilai PAD yang 

didapatkan (Effendi et al, 2005). 

Pada periode penetapan daerah tertinggal berikutnya tahun 2020-2024, 

melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, Kabupaten Musi Rawas Utara 
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masih masuk dalam kelompok daerah tertinggal. Tujuh tahun sejak ditetapkannya 

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai DOB, masih belum memberikan hasil yang 

diharapkan. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas sudah menjadi daerah yang 

terentaskan dari daerah tertinggal. 

Salah satu indikator yang mempengaruhi pemekaran wilayah adalah 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Mulkan & Aprita (2023), tanpa perekonomian 

yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara 

dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha 

kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah salama kurun waktu setahun, dan 

diukur dari PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2024).  

Berdasarkan data dari BPS (2024), ada dua sektor lapangan usaha/industri 

yang memiliki kontribusi tinggi dalam pembentukan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) selama 5 tahun terakhir pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi 

Rawas Utara, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor 

pertambangan dan penggalian. Persentase distribusi dan nilai PDRB atas harga 

konstan 2010 pada tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas untuk sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 29,74% dan 5,18 triliun rupiah dan untuk 

sektor pertambangan dan penggalian sebesar 29,97% dan 5,56 triliun rupiah. 

Sedangkan pada Kabupaten Musi Rawas Utara untuk sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan adalah sebesar 46,56% dan 4,22 triliun rupiah dan untuk sektor 

pertambangan dan penggalian sebesar 22,35% dan 2,03 triliun rupiah. Diharapkan 

bahwa pemerintah daerah akan memfokuskan pada pemberdayaan kekuatan 

ekonomi lokal dan mengalokasikan potensi lokal secara lebih efisien sesuai dengan 

kebutuhan publik (Lin & Liu, 2000; Mardiasmo, 2002 dan Wong, 2004)). 

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Edistian, 2020). Namun, tingginya kontribusi sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak berarti tidak memerlukan pemberdayaan, 

pembinaan ataupun bantuan dari pemerintah. Petani perorangan sangat 

membutuhkan uluran tangan dari pemerintah terutama untuk perkebunan karena 

biasanya memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan komoditas pertanian 
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lainnya. Hal lain yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Mura dan Muratara, yaitu infrastruktur jalan yang menghubungkan 

sawah dan kebun, antar desa, kecamatan, dan kabupaten, serta pasar. 

Evaluasi dampak pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah melalui 

kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan UNDP 

Tahun 2008 terhadap empat aspek yaitu perekonomian daerah, keuangan daerah, 

pelayanan publik, dan aparatur pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun 

(2001-2005), menunjukkan kondisi DOB yang tidak lebih baik daripada daerah 

induk. Dari aspek keuangan daerah, kinerja keuangan DOB cenderung konstan, 

DOB memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi, dan optimalisasi PAD di 

DOB relatif lebih rendah. 

Kinerja keuangan daerah menjadi tolak ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan desentralisasi fiskal pada daerah otonom, khususnya PAD yang 

menjadi sumber utama pendapatan daerah dibanding sumber lainnya. Menurut 

Sidik (2002), PAD harus menjadi sumber utama penerimaan selama era otonomi 

yang ideal. Kondisi ini, salah satunya dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan 

daerah pada daerah induk dan DOB. Rasio kemandirian keuangan daerah pada 

Kabupaten Musi Rawas mengalami flluktuatif selama 10 tahun terakhir (2014-

2023) dengan rata-rata 8,87%. Rasio tertinggi yaitu 11,95% pada tahun 2014 

sedangkan rasio terendah yaitu 6,64% pada tahun 2018. Pada Kabupaten Musi 

Rawas Utara, rasio kemandirian keuangan daerah juga mengalami fluktuatif selama 

10 tahun terakhir dengan rata-rata 5,06%. Rasio tertinggi yaitu 7,93% pada tahun 

2017 sedangkan rasio terendah yaitu 3,47% pada tahun 2018. Rasio pada kedua 

pemerintah daerah tersebut masih dalam kategori “Rendah Sekali” yaitu dalam 

rentang 0%-25%, sehingga masih cukup jauh untuk bisa mencapai minimal 25% 

pada rasio kemandirian keuangan daerah. 

Menurut Kusmila et al. (2018), kaitannya dengan kemampuan keuangan 

daerah, banyak DOB yang masih bergantung pada dana perimbangan dari 

pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat menjadi lebih dominan 

dibanding dengan kemampuan daerah dalam kemandirian pengelolaan keuangan 

daerah. Maulana (2019) juga menyampaikan bahwa pembentukan DOB memberi 

tekanan terhadap keuangan negara (APBN) karena besarnya dana perimbangan 
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yang harus ditransfer ke daerah-daerah baru. Hal yang senada juga disampaikan 

oleh beberapa peneliti, antara lain, Safitri et al. (2020) dan Rustendi (2021). 

Dengan PAD yang terbatas, maka pemerintah daerah tidak leluasa 

mengalokasikan dan menambah belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

contohnya anggaran pendidikan dan kesehatan. Dalam penelitian Sari et al. (2022) 

terhadap 34 Provinsi selama lima tahun, anggaran pendidikan dan kesehatan 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan cerminan kesejahteraan 

masyarakat dan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pemekaran daerah. 

Kesejahteraan masyarakat mengacu pada kondisi di mana masyarakat memiliki 

akses yang memadai terhadap layanan dasar, pendidikan, perumahan, pangan, 

kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang adil (United Nations Development 

Programme/UNDP, 2005). IPM mengukur capaian pembangunan manusia 

berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar, yang mencakup umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan 

standar hidup layak. Perhitungan IPM di Indonesia dilakukan oleh BPS dengan nilai 

IPM berkisar dari 0 hingga 100. Nilai IPM mendekati 100 menunjukkan 

pembangunan manusia pada wilayah/daerah tersebut semakin baik. IPM menurut 

kabupaten/kota selama 10 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut: 

 

 

Grafik 1.1 IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023 

Sumber: BPS, 2024 
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Berdasarkan grafik diatas, IPM Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten 

Musi Rawas Utara mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, namun kondisi 

tersebut masih berada dibawah rata-rata IPM menurut kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Sumatera Selatan bahkan IPM menurut kabupaten/kota secara nasional. 

Nilai IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2013 yaitu 62,23, mengalami 

kenaikan sebesar 6,03 hingga memiliki nilai 68,26 pada tahun 2023. IPM 

Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan sebesar 6,04 dari tahun 2013 

senilai 60,56 menjadi 66,60 pada tahun 2023. Nilai IPM pada kedua pemerintah 

daerah tersebut masih dalam status IPM “Sedang”, yaitu kisaran nilai 60 hingga 70. 

Status IPM masuk dalam kategori “Tinggi” jika memiliki nilai pada kisaran 70 

hingga 80.  

Pendidikan dan kesehatan merupakan poin penting dalam kesejahteraan 

masyarakat. Fasilitas dan SDM pelayanan juga menjadi krusial bagi msyarakat 

terutama di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Di tahun 

2022 dan 2023 masih ada kejadian bayi meninggal karena terlambat dalam 

pertolongan menuju Puskesmas atau Rumah Sakit. Kekurangan guru ASN dan 

kekurangan ruang belajar menjadi salah satu masalah di Kabuapten Musi Rawas 

dan Kabuapten Musi Rawas Utara. 

Menurut pejabat pada Biro Pemeritahan dan Otonomi Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, secara umum pemekaran daerah di wilayah 

Sumatera Selatan dapat dikatakan berhasil yang dapat dilihat dari infrastruktur yang 

dibangun setelah adanya pemekaran dan memberikan pelayanan yang lebih dapat 

dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya pemekaran Kota Lubuk Linggau dari 

Kabupaten Musi Rawas di tahun 2001, menyebabkan ibukota Kabupaten Musi 

Rawas pindah ke Muara Beliti. Begitu pula pemekaran Kabupaten Musi Rawas 

Utara di tahun 2013 dengan ibukota di Rupit. Ada pembangunan dan peningkatan 

jalan serta infrastruktur lainnya di Muara Beliti, Rupit, dan sekitarnya memudahkan 

akses bagi masyarakat sehingga ekonomi masyarakat sekitar juga berkembang. 

Namun disisi lain, pemekaran daerah membutuhkan anggaran besar yang 

dibebankan pada APBN dan ada juga dari APBD Provinsi (sesuai dengan PP 78 

Tahun 2007). Hal tersebut karena belum optimalnya PAD yang diterima pemerintah 

daerah terutama bagi DOB.  
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Iskatrinah & Supriyo (2021) dalam penelitian dengan metode hukum 

normatif, berpendapat bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran 

kabupaten/kota sebenarnya hal yang sulit, namun tren pemekaran terus meningkat, 

dalam kenyataannya pemekaran daerah tidak dapat menjadi pilihan utama dalam 

percepatan pembangunan. Namun, disisi lain pembentukan daerah juga bukanlah 

hal yang harus dihindari. Berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2007, daerah otonom 

yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, dapat dihapus dari hasil 

evaluasi dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

publik, dan daya saing daerah. Daerah otonom yang dihapus tersebut digabungkan 

dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian. Namun hingga saat 

ini, belum ada penghapusan dan penggabungan yang dilakukan pemerintah, 

termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 

Perkembangan pada dua kabupaten yang pada tahun 2015 ditetapkan 

sebagai dua daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan dan juga merupakan 

satu daerah yang sama sebelum pemekaran pada tahun 2013, menjadikan dua 

daerah ini menjadi layak untuk diteliti/dibandingkan perkembangan dampak yang 

terjadi pasca pemekaran. Kabupaten Musi Rawas Utara selaku DOB yang memiliki 

7 kecamatan, apakah dapat berkembang, memberikan pelayanan yang merata dan 

masyarakat sudah tidak merasa “terpinggirkan”. Sedangkan Kabupaten Musi 

Rawas selaku daerah induk, apakah tetap dapat berkinerja seperti biasa dan 

masyarakat tetap menerima pelayanan yang sama tanpa terlalu terpengaruh pasca 

pemekaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memahami bahwa permasalahan 

mendasar bagi pemekaran wilayah terutama pada dua daerah di Sumatera Selatan 

yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal adalah optimalisasi sektor unggulan 

daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi PAD yang 

mempengaruhi kinerja keuangan daerah, dan tujuan utama dari pemekaran daerah 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui judul penelitian “Dampak 

Pemekaran Wilayah Dalam Konteks Pemerintah Daerah (Studi pada 

Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)”, peneliti ingin menggali dan 

menganalisis dampak pemekaran wilayah pada Kabupaten Musi Rawas dan 

Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal setelah dua 
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tahun pemekaran melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan 

daerah, dan kesejahteraan masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarakan masalah penelitian 

sebagaimana dijelaskan diatas adalah: 

1. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

dialami daerah induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB)? 

2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja keuangan daerah yang 

dialami daerah induk dan DOB? 

3. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat 

yang dialami daerah induk dan DOB? 

4. Bagaimana dampak positif dan negatif pasca pemekaran pada daerah induk dan 

DOB? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memahami dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi yang dialami 

daerah induk dan DOB pasca pemekaran wilayah. 

2. Memahami dan menganalisis dampak kinerja keuangan daerah yang dialami 

daerah induk dan DOB pasca pemekaran wilayah. 

3. Memahami dan menganalisis dampak kesejahteraan masyarakat yang dialami 

daerah induk dan DOB pasca pemekaran wilayah. 

4. Memahami dan menganalisis dampak positif dan negatif pasca pemekaran pada 

daerah induk dan DOB. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi pemikiran 

dalam ilmu administrasi publik khususnya dalam hal dampak pemekaran daerah 
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pada daerah induk dan DOB menggunakan teori evaluasi dampak kebijakan 

dari Finsterbusch dan Motz (1980) dan Langbein (1980).  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan maupun 

rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi 

Rawas Utara, dan pemerintah daerah lainnya yang telah mengajukan usulan 

pemekaran daerah dengan optimalisasi sektor unggulan daerah, optimalisasi 

PAD melalui kebijakan yang tepat dan implementasi berkelanjutan, serta 

peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan dengan fasilitas dan SDM yang 

mumpuni. 
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